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KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 744 /KMA/SK/IV/2019
TENTANG
KRITERIA KLASIFIKASI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat pencari keadilan serta
dalam  rangka  meningkatkan  kinerja
pengadilan perlu di atur kembali ketentuan
dalam Peraturan Sekretaris Mahkamah
Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang
Kriteria  Klasifikasi Pengadilan Tingkat
Pertama,;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah
Agung tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan

Tingkat Pertama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung;
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997
tentang Peradilan Militer;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman;

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005
tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005

tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
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MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI PENGADILAN
TINGKAT PERTAMA.
KESATU : Menetapkan dan  memberlakukan  Kriteria

Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama.

KEDUA . Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KETIGA : Syarat Pengajuan dan Tata Cara Perhitungan
Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEEMPAT . Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Peraturan
Sckretaris Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun
2008 tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan
Tingkat Pertama dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
_Pada tanggal 26 April 2019

g \ MAHKAMAH AGUNG
RPYBLIK INDONESIA,




LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 744 /KMA/SK/IV/2019
TANGGAL : 26 April 2019

KRITERIA KLASIFIKASI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum adalah Pengadilan
Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.

Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah Pengadilan
Agama/Mahkamah Syariyah sebagai Pengadilan Tingkat
Pertama.

Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer adalah Pengadilan
Militer sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.

Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah
Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat
Pertama.

Klasifikasi adalah tingkatan kelas Pengadilan di lingkungan
Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan
Peradilan Tata Usaha Negara.

Unsur Substantil adalah unsur/komponen terkait langsung
dengan pelaksanaan tugas pokok pengadilan yang telah putus
dan sudah diminutasi serta dari data perkara putus dalam 3
(tiga) tahun terakhir, kecuali karena adanya alasan-alasan
tertentu dapat dimungkinkan berdasarkan data perkara dalam
satu tahun terakhir.

Unsur Penunjang adalah unsur internal dan eksternal yang
terkait dengan upaya peningkatan pelayanan kepada
masyarakat pencari keadilan yaitu: jumlah data penduduk

dalam wilayah yurisdiksi pengadilan, jumlah kepadatan
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pendudﬂk, kemudahan akses ke pengadilan (transportasi dan
komunikasi), Pelaksanaan Penerapan Reformasi Birokrasi

{(Inovasi Pengadilan) serta letak/lokasi pengadilan.

BAB 11
KRITERIA KLASIFIKASI

Bagian Pertama

Umumn

Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama ditetapkan berdasarkan
kriteria  klasifikasi pengadilan yang merupakan standar
persyaratan untuk menentukan kelas pengadilan dan
merupakan dasar dalam penetapan besaran organisasi
Kepaniteraan Pengadilan dan Kesekretariatan Pengadilan.

Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa
penentuan nilai terhadap seluruh komponen yang berpengaruh

pada beban kerja suatu pengadilan.

Bagian Kedua

Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum

Kriteria Klasifikasi Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum
sebagaimana dimaksud dalam BAB 1 angka 1 ditetapkan
berdasarkan:

a. Unsur substantif,

b.  Unsur penunjang.

Unsur substantif sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a,
terdiri dari:

a. Sub unsur perkara pidana adalah jumlah perkara pidana

yang telah diputus oleh lingkungan peradilan meliputi:
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Perkara Pidana Biasa dan Perkara Pidana Singkat

(vang telah putus dan sudah diminutasi).

a) Perkara Pidana Biasa adalah perkara pidana yang
diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa.

b) Perkara Pidana Singkat adalah perkara yang
diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat
yaitu perkara kejahatan atau pelanggaran yang
tidak termasuk ketentuan pasal 205 KUHAP dan
menurut penuntut umum pembuktian serta
penerapan hukumnya mudah dan sifatnya

sederhana.

Persentase Perkara Pidana Biasa dan Perkara Pidana

Singkat adalah jumlah perkara pidana. biasa dan

perkara pidana singkat yang diselesaikan tepat waktu

dibagi Jumlah Perkara perkara pidana biasa dan

perkara pidana singkat yang diselesaikan (tahun

berjalan) di kali 100 persen.

Perkara Pidana Khusus dan Cepat (Tindak Pidana

Ringan dan Pelanggaran Lalu Lintas).

a) Perkara Tindak Pidana Khusus adalah suatu
tindak pidana yang mana jenis perbuatannya
ataupun sanksi hukumnya diatur tersendiri diluar -

KUHP.

b) Perkara Tindak Pidana Cepat (Tindak _Pidaria o

Ringan dan Pelanggaran Lalu Lintas).

- Perkara Tindak Pidana Ringan adalah

perkara yang diperiksa menurut acara . .

pemeriksaan tindak pidana ringan yaitu .
perkara yang diancam dengan pidana penjara
atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan
atau denda sebanyak-banyaknya Rp’?.SO0,00 '

(tjuh  ribu lima ratus rupiah) dan .
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penghinaan ringan, kecuali perkara yang
diperiksa dengan acara pemeriksaan
pelanggaran lalu lintas jalan.

- Pelanggaran Lalu Lintas adalah perkara
pelanggaran tertentu yang diperiksa
berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 211
KUHAP.

4) Persentase Perkara Pidana Khusus dan Cepat (Tindak
Pidana Ringan dan Pelanggaran Lalu Lintas) adalah
jumlah Pidana Khusus dan Cepat (Tindak Pidana
Ringan dan Pelanggaran Lalu Lintas) yang diselesaikan
tepat waktu dibagi Jumlah Pidana Khusus dan Cepat
(Tindak Pidana Ringan dan Pelanggaran Lalu Lintas)
yang diselesaikan (tahun berjalan) di kali 100 persen.

Sub unsur perkara perdata adalah jumlah perkara perdata

yvang telah diputus oleh lingkungan Peradilan meliputi:

1} Perkara Gugatan adalah perkara yang diajukan oleh
penggugat ke pengadilan negeri untuk
mempertahankan kepentingan selaku perorangan dan
atau badan hukum kepada pihak yang dianggap
merugikan penggugat.

2) Persentase Perkara QGugatan adalah jumlah Perkara
Gugatan yang diselesaikan tepat waktu dibagi Jumlah
Perkara yang diselesaikan (tahun berjalan) di kali 100
persen.

3) Perkara Permohonan adalah jumlah kasus perkara
yang diajukan untuk kepentingan pemohon antara
lain: adopsi anak, ganti nama, surat keterangan

kematian, perwalian, dan pengampuan.
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4) Persentase Perkara Gugatan adalah jumlah Perkara
Permohonan yang diselesaikan tepat waktu dibagi
Jumlah Perkara Permohonan yang diselesaikan (tahun

berjalan} di kali 100 persen.

Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b

terdiri dari:

a.

Sub unsur jumlah data penduduk dalam wilayah yurisdiksi
adalah jumlah data penduduk yang berada dalam wilayah
hukum pengadilan berdasarkan data dari Badan Pusat
Statistik setempat.

Sub unsur kepadatan penduduk adalah jumlah kepadatan
penduduk per kilo meter persegi di wilayah hukum
pengadilan berdasarkan data Badan Pusat Statistik
setempat.

Sub unsur kemudahan akses ke pengadilan adalah tingkat
kemudahan atau kesulitan transportasi dari dan ke
pengadilan, sarana informasi dan telekomunikasi dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari
keadilan berdasarkan data Dinas Perhubungan
setempat/instansi terkait dengan menjelaskan kriterianya.
Sub unsur Penerapan Reformasi Birokrasi adalah upaya
untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar
terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama
menyangkut pelaksanaan inovasi pengadilan dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari
keadilan.

Sub unsur letak pengadilan adalah letak/lokasi pengadilan
di ibukota provinsi, ibukota Kabupaten/Kota atau terletak
di ibukota kecamatan berdasarkan data Badan Pusat

Statistik setempat.
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Bagian Ketiga

Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama

Kriteria Klasifikasi Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama
sebagaimana dimaksud pada BAB 1 angka 2 ditetapkan
berdasarkan:

a. Unsur Substantif.

b.  Unsur Penunjang.

Unsur Substantif sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a,

terdiri dari jumlah:

a. Perkara Cerai Gugat adalah perkara gugatan yang diajukan
ke Pengadilan Agama oleh pihak istri untuk memutuskan
ikatan perkawinan.

b. Persentase Perkara Cerai Gugat adalah Jumlah Perkara
Cerai Gugat yang diselesaikan tepat waktu dibagi Jumlah
Perkara Cerai Gugat yang diselesaikan (tahun berjalan) di
kali 100 persen.

c. Perkara Cerai Talak adalah perkara permohonan ijin talak
vang diajukan ke Pengadilan Agama oleh pihak suami
berdasarkan hak yang dimilikinya untuk memutuskan
ikatan perkawinan.

d. Persentase Perkara Cerai Talak adalah Jumlah Perkara
Cerai Talak yang diselesaikan tepat waktu dibagi Jumlah
Perkara Cerai Talak yvang diselesaikan (tahun berjalan) di
kali 100 persen.

e. Perkara lain yang merupakan selain dari perkara cerai talak
dan perkara cerai gugat yang ada di lingkungan peradilan
vang terdiri dari ijin poligami, pencegahan perkawinan,
penolakan perkawinan oleh Pejabat Pencatat Nikah,
pembatalan  perkawinan, kelalaian atas = kewajiban
suami/istri, harta bersama, penguasaan anak, pencabutan

kekuasaan orang tua, perwalian, pencabutan kekuasaan
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wali, penunjukan orang lain sebagai wali, ganti rugi
terhadap wali, asal usul anak, penolakan kawin campuran,
isbat nikah, ijin kawin, dispensasi kawin, wali adhol,
kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shodaqoh, zakat, jinayah,
sengketa ekonomi syariiyah dan kewenangan lain yang
diberikan undang-undang.

Persentase Perkara lain adalah jumlah perkara lain yang
diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara lain yang

diselesaikan (tahun berjalan) di kali 100 persen.

Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a

terdiri dari:

a.

Sub unsur penduduk adalah jumlah penduduk yang
beragama Islam ada di wilayah hukum pengadilan,

Sub unsur kepadatan penduduk yang beragama Islam
adalah jumlah kepadatan penduduk per kilo meter persegi
di wilayah hukum pengadilan.

Sub unsur kemudahan akses ke pengadilan adalah tingkat
kemudahan atau kesulitan transportasi dari dan ke
pengadilan, sarana informasi dan telekomunikasi dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari
keadilan berdasarkan  data  Dinas Perhubungan
setempat/instansi terkait dengan menjelaskan kriterianya.
Sub unsur penerapan Reformasi Birokrasi adalah upaya
untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar
terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama
menyangkut pelaksanaan inovasi pengadilan dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari
keadilan. |

Sub unsur letak pengadilan adalah letak/lokasi pengadilan
di ibukota provinsi, ibukota Kabupaten/Kota atau terletak
di ibukota kecamatan berdasarkan data Badan Pusat

Statistik setempat.
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Bagian Ketiga

Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer

Kriteria Klasifikasi Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer
sebagaimana dimaksud pada BAB I angka 3 ditetapkan berdasarkan:
a. Tempat kedudukan markas Komando Daerah Militer (KODAM).
b. Tempat kedudukan markas Komando Resort Militer (KOREM).

Bagian Keempat

Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Kriteria Klasifikasi Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha
Negara sebagaimana dimaksud pada BAB 1 angka 4 ditetapkan
berdasarkan:

a. Tempat kedudukan Ibukota Provinsi.

b. Tempat kedudukan Ibukota Kabupaten/Kota.

BAB Il
PENILAIAN KRITERIA KLASIFIKASI

Bagian Kesatu

Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum

1. Kriteria Klasifikasi Peradilan Umum sebagaimana dimaksud
dalam BAB II Bagian Kedua Pengadilan di lingkungan Peradilan
Umum angka 1 diberi nilai maksimal 100 dengan bobot 100%
yang pembagiannya sebagai berikut:

&.  Unsur Substantif nilai maksimal sebesar 100 dengan bobot
70%.
b.  Unsur Penunjang nilai maksimal sebesar 100 dengan bobot

30%.
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2. Rincian penilaian/pembobotan unsur substantif sebagaimana

dimaksud dalam angka 1 huruf a sebagai berikut:

a.

Sub unsur perkara pidana dengan bobot 40%, terdiri dari:

1)

2)

4)

Perkara Pidana Biasa dan Perkara Pidana Singkat
diberi bobot 15%.

Persentase Perkara Pidana Biasa dan perkara Pidéna
Singkat yang diselesaikan tepat waktu diberi bobot
10%.

Perkara Pidana Khusus dan Cepat diberi bobot 9%.
Persentase Perkara Pidana Khusus dan Cepat yang

diselesaikan tepat waktu diberi bobot 6%.

Sub unsur perkara perdata dengan bobot 30% terdiri dari:

Perkara Gugatan diberi bobot 9%);

Persentase Perkara gugatan yang diselesaikan tepat
waktu diberi bobot 6%.

Perkara Permohonan diberi bobot 9%.

Persentase Perkara Permohonan yang diselesaikan

tepat walktu diberi bobot 6%.

3. Rincian penilaian/pembobotan Unsur Penunjang sebagaimana

dimaksud dalam angka 1 huruf b sebagai berikut:

a.

Sub unsur jumlah data penduduk dalam wilayah yuridiksi
diberi bobot 5%.
Sub unsur kepadatan penduduk diberi bobot 5%;

Sub unsur Kemudahan akses ke pengadilan diberi bobot g o
5%.

Sub unsur Penerapan Reformasi Birokrasi diberi bobot 5%.

Sub unsur letak pengadilan diberi bobot 10%.




-10-

Bagian Kedua

Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama

Kriteria Klasifikasi Peradilan Agama sebagaimana dimaksud

dalam BAB Il Bagian Ketiga Pengadilan di lingkungan Peradilan

Agama angka 1 diberi nilai maksimal 100 dengan bobot 100%

yang pembagiannya sebagai berikut:

a.

Unsur Substantif nilai maksimal sebesar 100 dengan bobot
70%.
Unsur Penunjang nilai maksimal sebesar 100 dengan bobot
30%.

Rincian penilaian/pembobotan unsur substantif sebagaimana

dimaksud dalam angka 1 huruf a sebagai berikut:

a.

b.

Sub unsur Perkara Cerai Gugat dengan bobot 25%.
Persentase Perkara Cerai Gugat yang diselesaikan tepat
waktu diberi bobot 10%.

Sub unsur Perkara Cerai Talak dengan bobot 15%.
Persentase Perkara Cerai Talak yang diselesaikan tepat
waktu diberi bobot 10%.

Sub unsur perkara lain dengan bobot 5%;

Persentase perkara lain yang diselesaikan tepat waktu

dengan bobot 5%.

Rincian penilaian/pembobotan unsur penunjang sebagaimana

dimaksud pada angka 1 huruf b sebagai berikut:

a.

Sub unsur jumlah penduduk yang Beragama Islam dengan
bobot 5%.

Sub unsur kepadatan penduduk diberi bobot 5%.

Sub unsur kemudahan akses ke Pengadilan diberi bobot
5%.

Sub unsur penerapan Reformasi Birokrasi diberi bobot 5%.

Sub unsur letak pengadilan diberi bobot 10%.
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Bagian Ketiga

Lain-Lain

Tata cara perhitungan nilai untuk tiap-tiap unsur dan sub unsur dari
kriteria klasifikasi Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum dan
Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada Bagian Kesatu.
Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Bagian Kedua
Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama secbagaimana tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini

BAB IV
KLASIFIKASI

Bagian Kesatu

Peradilan Umum

1. Penetapan klasifikasi Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum- I_ S
berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh pada Pengadilan yang
bersangkutan.

2. Klasifikasi Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum terdiri
dari:

a. Pengadilan Negeri Kelas I A.
b. Pengadilan Negeri Kelas I B.

c. Pengadilan Negeri Kelas II.

3. Jumlah angka penilaian untuk masing-masing klasifikasi .
Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sebégaimana
dimaksud dalam BAB III Bagian Kesatu Pengadilan di
Lingkungan Peradilan Umum angka 1, ditetapkan sebagai

berikut:
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a. Pengadilan Negeri Kelas I A nilai 76 atau lebih.

b.  Pengadilan Negeri Kelas I B, nilai antara 51 sampai dengan
75;

c.  Pengadilan Negeri Kelas II, nilai kurang dari 51.

Usulan kenaikan kelas Pengadilan Negeri hanya dapat dilakukan

secara berjenjang.

Dalam hal di wilayah Pengadilan Tingkat Banding tertentu tidak

terdapat Pengadilan Negeri Kelas I B, karena tidak memenuhi

kriteria sebagaimana tersebut pada angka ! dan berdasarkan

pertimbangan untuk kepentingan jenjang karier Hakim, maka

Pengadilan Tingkat Banding tersebut dapat mengusulkan

peningkatan kelas Pengadilan.

Bagian Kedua

Peradilan Agama

Penetapan klasifikasi Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama
berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh pada Pengadilan yang
bersangkutan.

Klasifikasi Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama terdiri
dari:

a. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Kelas I A.

b.  Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah Kelas I B.

¢.  Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Kelas II.

Jumlah angka penilaian untuk masing-masing klasifikasi
Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama sebagaimana
dimaksud dalam BAB [II Bagian Kedua Pengadilan di
Lingkungan Peradilan Agama angka 1, ditetapkan sebagai
berikut:

a. Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah Kelas I A, nilai 76

atau lebih;
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b. Pengadilan Agama/Mahkamah Syariiyah Kelas I B, nilai
antara 51 sampai dengan 75; dan

c. Pengadilan Agama/Mahkamah Syariiyah Kelas II, nilai
kurang dari 51.

4. Usulan kenaikan kelas Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah
hanya dapat dilakukan secara berjenjang.

5. Dalam hal di wilayah Pengadilan Tingkat Banding tertentu tidak
terdapat Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah Kelas 1 B,
karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana tersebut pada
angka 1 dan berdasarkan pertimbangan untuk kepentingan
jenjang karier Hakim, maka Pengadilan Tingkat Banding

tersebut dapat mengusulkan peningkatan kelas Pengadilan.

Bagian Ketiga

Peradilan Militer

Klasifikasi Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer terdiri dari:

a. Pengadilan Militer Kelas A berkedudukan di kota tempat
Komando Daerah Militer (KODAM) berada.

b.  Pengadilan Militer Kelas B berdudukan di kota tempat Komando
Resort Militer (KOREM) berada.

Bagian Keempat

Peradilan Tata Usaha Negara

Klasifikasi Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

terdiri dari:

a. Pengadilan Tata Usaha Negara Kelas A berkedudukan di Ibukota
Provinsi.

b.  Pengadilan Tata Usaha Negara Kelas B berkedudukan di Ibukota
Kabupaten /Kota.
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BABYV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pengadilan di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama
yang berkedudukan di Ibukota Provinsi ditetapkan sebagai
Pengadilan Kelas I A.

Pengadilan di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama
yang baru dibentuk ditetapkan sebagai Pengadilan Kelas 1.
Kriteria klasifikasi pengadilan di lingkungan peradilan umum,
peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha
negara dapat ditinjau dan dievaluasi kembali paling lama 5
{lima) tahun,

Kelas pengadilan negeri dan pengadilan agama/mahkamah
syarijyah ditingkatkan secara bertahap dan usul peningkatan
selanjutnya dapat diajukan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal
ditetapkan, kecuali peningkatan kelas terhadap kelas pengadilan
negeri dan pengadilan agama/mahkamah syariyah yang
berkedudukan di Ibukota Provinsi baru. '

Perubahan atas kriteria klasifikasi peradilan tingkat pertama .
menurut keputusan ini ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang

bertanggungjawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.
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SYARAT PENGAJUAN DAN TATA CARA
PERHITUNGAN KLASIFIKASI
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

L. PERSYARATAN

1. Penilaian Kriteria Klasifikasi Pengadilan di 'lihgkun'gah’ -.
Peradilan Umum dan Peradilan Agama didasarkan kinerja- -~
pada masing-masing Pengadilan sesuai dengan -kOndisis.dan":‘ '
data lapangan. Kinerja dimaksud tercermin dari data unsur. o .
substantif dan data unsur penunjang. e '

2. Surat Usulan Peningkatan Kelas Pengadilaﬁ' ditﬁjukm .. St
kepada Sekretaris Mahkamah Agung melalui 'Pen'gadiléﬁ.::f e
Tingkat Banding dengan tembusan '-'kepada:} 'Dir'ekt'_uf s
Jenderal Badan Peradilan masing-masing, dziengkam T
dengan data dukung dari pengadilan tihgkat' I").é_rtarﬁ.a”dén .

hasil telaah dari Pengadilan Tingkat Banding. - S

3. Evaluasi dan penelaahan usulan peningkatan kelas: =~ . .

pengadilan dilakukan oleh Sekretaris Mahkamah Agung : |
dengan melibatkan Direktur Jenderal _Badari'__-Péfédﬂah'_: B
masing-masing. | - R _
4, A. Data dukung Usul Peningkatan Klasifikasi -:Péng.a'dilaﬁ : o
di lingkungan Peradilan Umum sebagai berikut: |
Profil Pengadilan dengan melampirkan: -
1) Sejarah pengadilan;
2)  Struktur Organisasi;

3) Data tenaga teknis dan non teknis;
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) Jumlah Pegawai;
9} Sarana dan Prasarana ;
)

Wilayah Yurisdiksi; dan

7)  Peta lokasi.

Data Unsur Substantif dan Unsur Penunjang terdiri

dari:

1} Unsur Substantif dalam 3 (tiga) tahun terakhir :

- Sub unsur jumlah perkara pidana meliputi:

a)

d)

Jumlah Perkara Pidana Biasa dan
Perkara Pidana Singkat (yang telah
putus dan sudah diminutasi);

Persentase Perkara Pidana Biasa dan
Perkara Pidana Singkat (vang
diselesaikan tepat waktu);

Jumlah Perkara Pidana Khusus dan
Cepat (Tindak Pidana Ringan dan
Pelanggaran Lalu Lintas), yang telah
putus dan sudah diminutasi; dan
Persentase Perkara Pidana Khusus dan
Cepat (Tindak Pidana Ringan dan
Pelanggaran Lalu Lintas), yang

diselesaikan tepat waktu.

- Sub unsur perkara perdata meliputi :

a)

b)

Jumlah Perkara Gugatan (yang telah
putus dan sudah diminutasi);

Persentase Perkara gugatan (yang
diselesaikan tepat waktu);

Jumlah Perkara Permohonan (yang telah
putus dan sudah diminutasi); dan
Persentase Perkara Permohonan (yang

diselesaikan tepat waktu).
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Unsur Penunjang dalam 1 (satu) tahun terakhir:

a)

Jumlah data penduduk dalam wilayah
yurisdiksi adalah jumlah data penduduk
yang berada dalam wilayah  hukum
pengadilan (data dari Badan Pusat Statistik
setempat);

Kepadatan  penduduk  adalah  jumlah
kepadatan penduduk per kilo meter persegi di
wilayah hukum pengadilan (data Badan
Pusat Statistik setempat);

Kemudahan akses ke pengadilan adalah
tingkat kemudahan atau kesulitan
transportasi dari dan ke pengadilan, sarana
informasi  dan  telekomunikasi  dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat
pencari keadilan ({(data dari Dinas
Perhubungan setempat/instansi terkait
dengan menjelaskan kriterianya);

Penerapan Reformasi Birokrasi adalah upaya
untuk melakukan pembaruan dan
perubahan mendasar terhadap  sistem
penyelenggaraan  pemerintahan  terutama
menyangkut pelaksanaan inovasi pengadilan
dalam  memberikan pelayanan  kepada
masyarakat pencari keadilan;

Letak  pengadilan  adalah  letak/lokasi
pengadilan di ibukota provinsi, ibukota
Kabupaten/Kota atau terletak di ibukota
kecamatan (data dari Badan Pusat Statistik

setempat);
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Dalam  melakukan  penilaian  terhadap  Unsur
Substantil dan Unsur Penunjang pada Pengadilan
diberikan bobot sebagai berikut :
1}  Unsur Substantif nilai maksimal sebesar 100
dengan bobot 70%; dan
2)  Unsur Penunjang nilai maksimal sebesar 100
dengan bobot 30%.
Rincian penilaian/pembobotan unsur Substantif dan
Penunjang Pengadilan sebagai berikut:
1} Unsur Substantif dengan bobot 70%, terdiri dari:
- Unsur Perkara Pidana dengan bobot 40%,
terdiri dari :
a) Bub unsur Perkara Pidana Biasa dan
Perkara Pidana Singkat diberi bobot
15%;
b)  Persentase Perkara Pidana Biasa dan
Perkara Pidana Singkat diberi bobot
10%;
¢)  Sub unsur Perkara Pidana Khusus dan
Cepat (Perkara Pidana Ringan /Tipiring)
diberi bobot 9%; dan
d) Persentase Perkara Pidana Khusus dan
Cepat (Tindak Pidana Ringan dan
Pelanggaran Lalu Lintas) diberi bobot
6%.
- Unsur Perkara Perdata dengan bobot 30%,
terdiri dari:
a)  Sub unsur Perkara Gugatan diberi bobot
9%;
b} Persentase Perkara Gugatan yang
diselesaikan tepat waktu diberi bobot
6%:;
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c} Sub unsur Perkara Permohonan diberi
bobot 9%;
d) Persentase Perkara Permohonan yang
diselesaikan tepat waktu diberi bobot
6%.
2}  Unsur Penunjang dengan bobot 30%, terdiri dari:
a) Jumlah data penduduk diberi bobot 5%;
b) Kepadatan penduduk diberi bobot 5%;
c} Kemudahan akses ke pengadilan diberi bobot
5%;
d) Penerapan Reformasi Birokrasi diberi hobot -
5%; dan
e} Letak pengadilan diberi bobot 10%.
Jumlah angka penilaian untuk masing-masing
klasifikasi Pengadilan sebagaimana dimaksud pada
angka 4 huruf C, ditetapkan sebagai berilkut:
1} Pengadilan Negeri Kelas [ A, nilai 76 atau lebih;

2) Pengadilan Negeri Kelas I B, nilai antara 51

sampai dengan 795; dan
3} Pengadilan Negeri Kelas II, nilai kurang dari 51.
Data dukung Usul Peningkatan Klasifikasi Pengadilan -
di lingkungan Peradilan Agama sebagai berikut:
Profil Pengadilan dengan melampirkan:

1}  Sejarah pengadilan;

)
2)  Struktur Organisasi;
3) Data tenaga teknis dan non teknis;
4}  Jumlah Pegawai;

o) Sarana dan Prasarana;

6) Wilayah Yurisdiksi; dan

7)  Peta lokasi.

Data Unsur Substantif dan Unsur Penunjang terdiﬁ

dari:
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Unsur Substantif dalam 3 (tiga) tahun terakhir :

a)

d)

Sub unsur jumlah Perkara Cerai Gugat, yaitu
perkara gugatan yang diajukan ke Pengadilan
Agama oleh pihak istri untuk memutuskan
ikatan perkawinan (yang telah putus dan
sudah diminutasi); |
Persentase Perkara Cerai Gugat (yang
diselesaikan tepat waktu);

Sub unsur jumlah Perkara Cerai Talak, yaitu
perkara permohonan izin talak yang diajukan
ke Pengadilan Agama oleh pihak suami .
berdasarkan hak yang dimilikinya untuk .
memutuskan ikatan perkawinan (yang telah -
putus dan sudah diminutasi);

Persentase Perkara Cerai Talak ~ (yang

diselesaikan tepat waktuy);

Sub unsur jumlah Perkara selain Perkara -

Cerai Talak dan Cerai Gugat (vang .telah:-' LR

putus dan sudah diminutasi) terdiri dari:
(1) Tzin poligami, pencegahan perkawinan,

penolakan perkawinan oleh - Pejabat .

Pencatat Nikah, pembatalan -petkaWiﬁan, L

kelalaian atas kewajiban 'suami/ istri,

harta bersama, pengasuhan _ahak,’ o

pencabutan kekuasaan orang  tua,

perwalian, pencabutan kekuasaan wali, - -

penunjukan orang lain sebagai wali, -

ganti rugi terhadap wali, asal usul anak, -

penolakan kawin campur, isbat nikah, -

izin kawin, dispensasi kawin, wali adhol, ==

kewarisan, wasiat, hibah, - wakaf,

shodaqoh, =zakat, jinayah, sengketa
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ekonomi syariiah dan kewenangan lain
yang diberikan undang-undang.

(2) Eksekusi, merupakan  pelaksanaan
putusan yang mempunyai kekuatan
hukurm tetap, baik pidana/jinayah
(khusus di  Mahkamah  Syar’iyah)
maupun perkara perdata,

f)  Persentase Perkara selain Perkara Cerai Talak
dan Cerai Gugat (yang diselesaikan tepat
walctu).

Unsur Penunjang 1 (satu) tahun terakhir:

a) Junﬂah penduduk vyang beragama Islam
dalam wilayah yurisdiksi adalah jumlah data
penduduk beragama Islam yang berada
dalam wilayah hukum pengadilan (data dari
Badan Pusat Statistik setempat);

b) Jumlah kepadatan penduduk (data dari
Badan Pusat Statistik setempat);

¢) Kemudahan akses ke pengadilan adalah
tingkat kemudahan atau kesulitan
transportasi dari dan ke pengadilan, sarana
informasi  dan  telekomunikasi  dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat
pencari keadilan (data dari Dinas
Perhubungan setempat/instansi terkait
dengan menjelaskan kriterianya);

d) Penerapan Reformasi Birokrasi adalah upaya
untuk melakukan pembaruan dan
perubahan mendaéar terhadap  sistem
penyelenggaraan pemerintahan terutama

menyangkut pelaksanaan inovasi pengadilan
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dalam  memberikan pelayanan kepada
masyarakat pencari keadilan; dan

e} Letak  pengadilan adalah letak/lokasi
pengadilan di ibukota provinsi, ibukota
Kabupaten/Kota atau terletak di ibukota
kecamatan (data dari Badan Pusat Statistik
setempat]}.

C. Dalam melakukan penilaian terhadap Unsur
Substantif dan Unsur Penunjang pada Pengadilan
diberikan bobot sebagai berikut :

1} Unsur Substantif nilai maksimal sebesar 100
dengan bobot 70%; dan

2} Unsur Penunjang nilai maksimal sebesar 100
dengan bobot 30%.

D. Rincian penilaian/pembobotan Unsur Substantif dan

unsur Penunjang Pengadilan sebagai berikut :
1) Unsur Substantif dengan bobot 70%, terdiri dari:
a)  Sub unsur Perkara Cerai Gugat dengan bobot
25%;
b} Persentase Perkara Cerai Gugat yang
diselesaikan tepat waktu dengan bobot 10%;
c}  Sub unsur Perkara Cerai Talak dengan bobot
15%s;
d) Persentase Perkara Cerai Talak yang
diselesaikan tepat waktu dengan bobot 10%;
e}  Sub Unsur Perkara lain-lain dengan bobot
5%; dan

f)  Persentase Perkara lain-lain yang
diselesaikan tepat waktu dengan bobot 5%.
2} Unsur Penunjang dengan bobot 30%, terdiri dari:
aj Jumlah data penduduk diberi bobot 5%;
b} Kepadatan penduduk diberi bobot 5%;
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c) Kemudahan akses ke pengadilan diberi bobot
5%;

d) Penerapan Reformasi Birokrasi diberi bobot
5%; dan

e) Letak pengadilan diberi bobot 10%.

E. Jumlah angka penilaian untuk masing-masing
klasifikasi Pengadilan sebagaimana dimaksud pada
angka 5 huruf C, ditetapkan sebagai berikut:

1)  Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Kelas I A,
nilai 76 atau lebih;
2) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Kelas I B, -

nilai antara 51 sampai dengan 75; dan

3) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah -Keia's“ﬂ, o

nilai kurang dari 51.
Kriteria Klasifikasi Pengadilan di Lingkungan Peradilan
Militer, ditetapkan berdasarkan tempat kedudukan
Komando Daerah Militer (KODAM) dan Komando Resort
Militer (KOREM]) berada. |
Kriteria Klasifikasi Pengadilan di Lingkungan Peradilan .Td’ﬁa_' o
Usaha Negara ditetapkan berdasarkan tempat kedudukan

Ibukota Provinsi dan Ibukota Kabupaten/Kota.

II. TATA CARA PENGHITUNGAN

1.

Data sub unsur substantif dan data sub unsur penunjang
diuraikan dengan menentukan besaran elemen dan

menetapkan 3 (tiga) interval yang merupakan gambaran

dari tingkat Kelas Pengadilan, yaitu Kelas I A, Kelas I B; dan -

Kelas I, sedangkan nilai bobot ditetapkan dengan %
{persentase).
Cara menetapkan elemen untuk penyelesaian perkara |

putus dan sudah diminutasi, berdasarkan rumus:
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Jumiah perkara putus/Perkara lainnya
(Jumlah Perkara Rata-Rala seiuruh Indonesia dalam 3 tahun teralchir)

Elemen = :3itv. =X

Jumlah Pengadilan Tingkat Pertama

Cara menetapkan nilai ditetapkan berdasarkan rumus :

3.

Besaran Nilai Maksimal
Nilai = =Y
3 (tiga) interval

100

3 (tiga} interval

Sehingga besaran nilai untuk 3 interval adalah 33, 66, dan 100

Cara menetapkan bobot ditetapkan berdasarkan rumus :
Nilai Tertimbang = Nilai Elemen x Nilai Bobot =Z

Cara menghitung persentase perkara yang diselesaikan
tepat waktu

Jumlah perkara yang diselesaikan tepat walktu (tahun berjatan)

X 100%
jumizh perkara yang diselesaikan (tahun berjalan)

Catatan:
Penyelesaian perkara pada pengadilan berdasarkan Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan
Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
Penetapan nilai dan bobot Pengadilan Negeri
A.  Unsur Substantif diberi bobot: 70 %

Nilai dan bobot masing-masing unsur substantif

ditentukan sebagai berikut:
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Tabel Unsur Substantif
Perkara yang Putus pada Pengadilan di Lingkungan
Peradilan Umum

No Sub Unsur Elemen Nilai | Bobot
I. | Perkara Pidana 15%
a. Perkara Pidana Acara 1-150 33
Pemeriksaan Biasa 151 — 199 66
dan Singkat (yang
telah putus dan sudah > 200 100
diminutasi)
b. Persentase Perkara < 59% 33

Pidana Biasa dan

05 w o)
Perkara Pidana 60% - 79% | 66

: ! 5% 10009 10%
Singkat yang 80% -100% | 100
diselesaikan tepat
walktu

c. Perkara Pidana 1 - 2.000 33
Khusus dan Cepat 5001 -
(Tindak Pidana Ringan | =° 66

3.999
dan Pelanggaran Lalu

i 9%

Lintas)

(yvang telah putus dan > 4.000 100
sudah diminutasi)

d. Persentase Perkara < 59% 33
Pidana Khusus dan P 5
Cepat (Tindak Pidana 0% - 79% | 66
Ringan dan 80% -100% | 100
Pelanggaran Lalu
Lintas) vang
diselesaikan tepat
waktu

6%

II. | Perkara Perdata 1-30 33
a. Perkara Gugatan (yang QY
telah putus dan sudah 31-49 66 ’

diminutasi) > 50 100

b. Persentase Perkara < 59% 33
Gugatan yang 60% - 79% | 66 6%
diselesaikan tepat 80% - 100 ’
waktu 100%

¢. Perkara Permohonan 1-50 33
(yang telah putus dan 51 -99 66 9%
sudah diminutasi) > 100 10

d. Persentase Perkara < 59% 33
Permohonan yang 60% - 79% 66 6%

. . (o]

diselesaikan tepat 80% -100% | 100
walktul

JUMLAH 70%
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B. Unsur Penunjang diberi bobot: 30 %
Nilai dan bobot masing-masing unsur penunjang
ditentukan sebagai berikut:

Tabel Unsur Pennunjang
Pada Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum

No Sub Unsur Elemen Nilai | Bobot
1. | Sub unsur jumlah data < 186.666 33
penduduk dalam wilayah 186.667 - 373.334 66 o
yurisdiksi oo | °%
> 373.335
2. | Sub unsur kepadatan < 11 33
penduduk per Km?2
12 - 23 66 | °%
> 24 100
3. {Sub unsur kemudahan 1 = Mudah 33
akses ke Pengadilan 2 = Sedang 66 5%
3 = Sulit 100
4. | Sub wunsur penerapan 1 = Belum Ada 33
Reformasi Birokrasi | 2 = Dalam Proses 66 5%
{Inovasi Pengadilan) 3 = Sudah Berjalan 100
9. | Letak Pengadilan 1 = Ibukota Kecamatan | 33
2 = Ibukota Kabupaten 66 10%
/Kota
3 = Ibukota Provinsi 100
JUMLAH 30%
6. Penetapan nilai dan bobot Pengadilan Agama/Mahkamah

Syar’iyah

A.  Unsur substantif diberi bobot: 70 %

Nilai dan bobot masing-masing sub unsur substantif

ditentukan sebagai berikut:
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Tabel Unsur Substantif
Perkara yang Putus pada Pengadilan di Lingkungan
Peradilan Agama

No Sub Unsur Elemen Nilai | Bobot
1 | Perkara Cerai Gugat 1-135 33
(vang telah putus dan 136 - 272 66 25%
sudah diminutasi) > 273 100
2 | Persentase Perkara < 59% 33
Cerai Gugat vyang| 60% - 79% 66
. . 10%
diselesaikan tepat | 80% - 100% 100
walktu
3 | Perkara Cerai Talak < 80 33
(yang telah putus dan 81-161 66 15%
sudah diminutasi) > 162 100
4 | Persentase Perkara < 59% 33
Cerai Talak vyang! 60% - 79% 66
diselesaikan tepat 160 1%
80% - 100%
waktu
S | Perkara lain (yang 1-23 33
telah putus dan 24 - 47 66 2%
sudah diminutasi) > 48 100
6 | Persentase Perkara < 59% 33
lain yang diselesaikan | 60% - 79% 66 5%
tepat waktu 80% - 100% 100
JUMLAH 70%
B. Unsur Penunjang diberi bobot: 30 %
Nilai dan bobot masing-masing sub unsur penunjang
ditentukan sebagai berikut :
Tabel Unsur Penunjang
Pada Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama
NO Sub Unsur Elemen Nilai | Bobot
1. | Sub Unsur jumlah < 168.000 33
Penduduk yang 168.001 - 66
beragama Islam 336.001

> 336.002 100 5%
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NO Sub Unsur Elemen Nilai | Bobot
2. | Sub unsur kepadatan <11 33
penduduk per Km? 12 ~ 23 66 5%
> 24 100
3. | Sub unsur kemudahan 1 = Mudah 33
akses ke pengadilan 2 = Sedang 66 5%
3 = Sulit 100
4. | Sub unsur penerapan 1 = Belum Ada 33
Reformasi Birokrasi | 2 = Dalam Proses | 66 50
{Inovasi Pengadilan) 3 = Sudah 100
Berjalan
5. | Letak Pengadilan 1 = Ibukota
Kecamatan 33
2 = [bukota
Kabupaten/Kota 66 10%
° Prﬂ:\)f?é{s?ita 100
JUMLAH 30%

CONTOH PERHITUNGAN
Pengadilan Negeri “A“ kelas II
A

1.

Unsur Substantif
Data Perkara Putus
1} Perkara Pidana

a) Pidana Biasa :

1. Tahun 2016 berjumlah : 238 perkara
2. Tahun 2017 berjumlah : 473 perkara
3. Tahun 2018 berjumlah : 716 perkara

b) Pidana Singkat :

1. Tahun 2016 berjumlah : 15 perkara
2. Tahun 2017 berjumlah : 36 perkara
3. Tahun 2018 berjumlah : 32 perkara
c} Persentase Perkara Pidana Biasa dan Perkara
Pidana Singkat yang diselesaikan tepat waktu :
1. Tahun 2016 : 100 %
2. Tahun 2017 : 100 %
3. Tahun 2018 : 100 %

Pidana Khusus dan Cepat :
1. Tahun 2016 berjumlah :
2. Tahun 2017 berjumlah :
3. Tahun 2018 berjumlah :

1.155 perkara
3.213 perkara
3.885 perkara




-15-

e) Persentase Perkara Pidana Pidana Khusus dan
Cepat yang diselesaikan tepat waktu :
1. Tahun 2016 : 99.87 %
2. Tahun 2017 : 99.54 %
3. Tahun 2018 : 100 %
Perkara Perdata
a) Perkara Gugatan :
1. Tahun 2016 berjumlah : 89 perkara
2. Tahun 2017 berjumlah : 99 perkara
3. Tahun 2018 berjumlah : 105 perkara
b) Persentase Perkara Gugatan yang diselesaikan

tepat waktu:

1. Tahun 2016 : 100 %
2. Tahun 2017 : 99.79 %
3. Tahun 2018 : 100 %

¢) Perkara Permohonan :
1. Tahun 2015 berjumlah ;: 15 perkara
2. Tahun 2016 berjumlah : 22 perkara
3. Tahun 2017 berjumlah : 35 perkara
d) Persentase Perkara Permohonan yang
diselesaikan tepat waktu :

1. Tahun 2015 : 98.52 %
2. Tahun 2016 : 82.75 %
3. Tahun 2017 : 100 %

Unsur Penunjang :

1.
2.
3.
4

S.

Jumlah Data Penduduk : 2.897 jiwa
Kepadatan Penduduk : 665 per Km?2
Kemudahan Akses ke Pengadilan : 2 (Sedang)
Penerapan RB (Inovasi) . 2 (Dalam
Proses)

Letak pengadilan : 2 (Ibukota
Kabupaten/Kota)

Cara Perhitungan :

1.
a.

Unsur Substantif

Perkara Pidana

° Perkara Pidana Biasa + Perkara Singkat
selama 3 tahun
238 +473+716+ 15+ 36+ 32 = 1,510
Rata-Rata = 1.510 : 3 (interval) = 503 Nilai
Elemen 100
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Nilai Tertimbang = 100 X 15 % = 15
Persentase Perkara Pidana Biasa dan perkara
Pidana Singkat yang diselesaikan tepat waktu
100 + 100 + 100 = 300

Rata-rata = 300 : 3 (interval) = 100 Nilai
Elemen 100

Nilai Tertimbang = 100 X 10 % = 10

Perkara Pidana Khusus dan Cepat selama 3
tahun

1.155 + 3.213 + 3.885 = 8.553

Rata-Rata = 8.553 : 3 (interval) = 2.751 Nilai
elemen 66

Nilai Tertimbang = 66 X 9 % = 5.94
Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus
dan Cepat yang diselesaikan tepat waktu
99.87 + 99.54 + 100 = 299.41

Rata-rata = 299.41 : 3 (interval) = 99.80 Nilai
elemen 100

Nilai Tertimbang = 100 X6 % = 6

b. Perkara Perdata

Perkara Gugatan : 89 + 99 + 105 = 293
Rata-Rata = 293 : 3 (interval) = 98 Nilai
Elemen 100

Nilai Tertimbang = 100 X 9 % = 9

Persentase Perkara gugatan yang
diselesaikan tepat waktu

100 + 99.79 + 100 = 299,79

Rata-rata = 299.79 : 3 (interval) = 99.93 Nilaj
Elemen 100

Nilai Tertimbang = 100 X 6% = 6

Perkara Permohonan : 15 + 22 + 35 = 72

Rata-Rata = 72 : 3 (interval) = 24 Nilai
Elemen 33

Nilai Tertimbang = 33 X 9 % = 2.97
Persentase Perkara Permohonan yang

diselesaikan tepat waktu :

08.52 + 82.75 + 100 = 281.27

Rata-rata = 281.27 : 3 (interval) = 93.76
Nilai elemen 100

Nilai Tertimbang = 100 X 6 % = 6
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2.  Unsur Penunjang

a.

Jumlah data Penduduk 2.897 masuk pada
nilai elemen 33.

Nilai Tertimbang = 33 X 5% = 1.65

Kepadatan Penduduk 665 masuk pada nilai
elemen 100,

Nilai Tertimbang = 100 X 5% =5

Kemudahan akses ke Pengadilan 2 (Sedang)
masuk pada nilai elemen 66.

Nilai Tertimbang = 66 X 5 % = 3.30

Penerapan Reformasi Birokrasi 2 (dalam
proses) masuk pada nilai elemen 66.

Nilai Tertimbang = 66 X 5 % = 3.30

. Letak Pengadilan 2 = Ibukota Kecamatan

masuk pada nilai elemen 66
Nilai Tertimbang = 66 X 10 % = 6.60

Nilai Akhir :

Unsur Substantif : 15+10+5.94+6+9+6+2.97+6
=60.91

Unsur Penunjang : 19+6+2.97+6 = 19.85
60.91 + 19.85 = 80.76

Berdasarkan nilai akhir sebesar 80.76, maka
Pengadilan Negeri “A” yang merupakan kelas II dapat
ditingkatkan menjadi Pengadilan Negeri Kelas I B (nilai
51 s.d 75), karena telah memenuhi angka penilaian
klasifikasi Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.

2. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah “B” Kelas Il
a. Unsur Substantif
e Data Perkara Putus

1)

Perkara Cerai Gugat :

1. Tahun 2016 berjumlah : 165 perkara

2. Tahun 2017 berjumlah : 175 perkara

3. Tahun 2018 berjumlah : 184 perkara
Persentase Perkara Cerai Gugat yang
diselesaikan tepat waktu:

1. Tahun 2016 : 91.68

2, Tahun 2017 : 93.49

3. Tahun 2018 : 99.92
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4. Perkara Talak :
1. Tahun 2016 berjumlah : 87 perkara
2. Tahun 2017 berjumlah : 109 perkara
3. Tahun 2018 berjumlah : 139 perkara
5. Persentase Perkara Talak yang diselesaikan
tepat waktu :
1. Tahun 2016 : 100
2. Tahun 2017 : 100
3. Tahun 2018 : 100
4. Perkara Lain :
1. Tahun 2016 berjumlah : 12 perkara
2. Tahun 2017 berjumlah : 8 perkara
3. Tahun 2018 berjumlah : 19 perkara
5. Persentase Perkara Lain yang diselesaikan
tepat waktu:
1. Tahun 2016 : 98.36
2.Tahun 2017 : 99.23
3. Tahun 2018 : 99.89

Unsur Penunjang :

1.

2
3.
4

Penduduk yang beragama [slam : 319.959 jiwa

. Kepadatan penduduk : 579 per Km?
Kemudahan Akses ke Pengadilan : 2 (Sedang)

. Penerapan RB {Inovasi) : 3 (Sudah
Berjalan)
Lokasi Pengadilan : 2 (Ibukota
Kabupaten/Kota)

Cara Perhitungan :

1.

Unsur Substantif

a) Perkara Cerai Gugat selama 3 tahun :
165 + 175 + 184 = 524
Rata-Rata = 524 : 3 (interval) = 175 Nilai
Elemen 66
Nilai Tertimbang = 66 X 25 % = 16,50

b) Persentase Perkara Cerai Gugat yang
diselesaikan tepat waktu:

- 91.68 + 93.49 + 99.92 = 285.09

Rata-rata = 285.09 : 3 (interval) = 95.03 Nilai
Elemen 100
Nilai Tertimbang = 100 X 10% = 10




d)
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Perkara Cerai Talak selama 3 tahun

87+ 109 + 139 = 335

Rata-Rata = 335 : 3 ({interval) = 112 Nilai
elemen 66

Nilai Tertimbang = 66 X 15 % = 9,90
Persentase  Perkara Cerai Talak yang
diselesaikan tepat waktu:

100 + 100 + 100 = 300

Rata-rata = 300 : 3 (interval) = 100 Nilai
elemen 100

Nilai Tertimbang = 100 X 10% = 10

Perkara Lain selama 3 tahun

12+ 8+ 19=239

Rata-Rata = 39 : 3 (interval) = 13 Nilai elemen
33

Nilai Tertimbang = 33 X 5 % = 1.65

Persentase Perkara Lain yang diselesaikan
tepat waktu

98.36 + 99.23 + 99.89 = 297.48

Rata-rata = 297.89 : 3 {interval) = 99.16 Nilai
Elemen 100

Nilai Tertimbang = 100 X 5% = 5

Unsur Penunjang

a) Penduduk yang beragama Islam 319.959
masuk pada nilai elemen 66
Nilai Tertimbang = 66 X 5 % = 3.30

b} Kepadatan penduduk 579 masuk pada nilai
elemen 100.
Nilai Tertimbang = 100 X 5% =5

c} Kemudahan akses 2 (Sedang) masuk pada
nilai elemen 66
Nilai Tertimbang = 66 X 5 % = 3.30

d) Penerapan reformasi birokrasi 3 (sudah
berjalan) masuk pada nilai elemen 100
Nilai Tertimbang = 100 X 5% =5

e}  Letak Pengadilan 2 (Ibukota Kabupaten/Kota)
masuk nilai elemen 66
66 X 10 % = 6.60

Nilai Akhir :

Unsur Substantif : 16.50 + 10 + 9.90 + 10 + 1.65
+ 5 = 53.05
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Unsur Penunjang : 3.30 + 5 + 3.30 + 5 + 6.60 =
23.20
53.05 + 23.20 = 76.25

Berdasarkan nilai akhir sebesar 76.25 maka
Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah “B” yang
merupakan kelas II dapat ditingkatkan menjadi = -
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Kelas 1 B~ "
(nilai 51 s.d 75), karena telah memenuhi angka
penilaian klasifikasi Pengadilan di Lingkuﬁgan-
Peradilan Agama.

A MAHKAMAH AGUNG

WBLIK INDONESIA,




